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ABSTRACT

Entering the reform period, the vicissitude of New Order Government
to the Reform Government has left the issue oftptéon land, included in the
delivery of HGU (Right of tenure by long lease) waihihad been given to the
investor. Society demands the return of land thatonsidered by them as their
own which has been taken away by the new order Gowent. It was happened
in Lambandia the subdistrict of Kolaka, there wascupation by local
communities toward Right of tenure by long leas®lléHak Guna Usaha) of PT.
perkebunan Ladongi. By concerned the situationethauthor is interested in
doing research entitledOccupational Completion of Right of Tenure by
Long Lease Land of PT. Perkebunan Ladongi Based o8ociety at Lalolera
Village, Lambandia Subdistrict of Kolaka SoutheastSulawesi Province’
The research is intent to determine the causescodipational and way out,
stages, successes and obstacles in the processuplational problem solving.

This research use descriptive method with qualgatapproaching,
supported by primary and secondary data. the dataetrieved by using
purposive sampling. Data collection techniques #re documentation and
surveys (interviews and observation) which is thealyzed by grouping in the
form of tables that can easily be described qualély on the causes of
occupational and and way out, stages, successeshatalles in the process of
occupational problem solving.

The results showed that the causes of the land patom at PT.
Perkebunan Ladongi are the claims of local dwederard their cultivated land,
inneffectively used by the plantage owner, so@alqusy, the limitations of land
ownership and the opportunity to fulfill the neadgses of the immigrant
communities, and the devolving upon the new ordete reformation. Efforts of
completion which have been taken were non ligitgtithe stages were
deliberation facilitated by the district governmepitovincial government to the
formation of HGU problemsolver team by the distgoivernment. The achieved
success is obtained with compensation paymentamtidrant, the application of
a partnertship effort to process the transfer ofUH@ society by changing the
investment. While the obstacles faced were in thesfer process is terminated
HGU to society because PT. Perkebunan Ladongi éas bonfiscated assets of
the Bank BNI burglary case.

Key words:Causes and occupational Settlement, Right of tenure by long lease
Land (HGU).
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dampalesn
kekayaan nasional. Hubungan antara bangsa Indordesigan tanah
adalah bersifat abadi. Untuk itu, tanah harus dikekecara cermat pada
masa sekarang maupun masa akan datang. Pengetatedndi Indonesia
mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 (8yayang
menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yaniprdung di
dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakanksgbesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Penjabaran atas ketentuan tersebut, dijadikan $amdabagi
pemerintah yang bertindak mewakili negara dalam gatmr hak-hak
penguasaan atas tanah, yang dituangkan dalam U+dlaaleng Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-PokokriggfdUPA).

Di dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, berdasar Hak Mesgudlegara
memberi wewenang kepada negara untuk (1) Mengatan d
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persedeaapemeliharaan
bumi, air dan ruang angkasa tersebut; (2) Menemtu#tan mengatur
hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengam, bair dan

ruang angkasa; (3) Menentukan dan mengatur hubudinglanngan hukum



antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukwmg rygengenai bumi,
air dan ruang angkasa.

Ketentuan tersebut dipakai sebagai dasar bagi aegilam
mengatur dan menentukan hak-hak atas tanah yarag ddgerikan kepada
dan dipunyai oleh badan-badan hukum dan orang-catalgwarga negara
Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama dengargdain dengan
tetap memperhatikan batas-batas yang telah ditaetaplalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak atas tamaly terdapat
dalam Pasal 16 UUPA meliputi (a) Hak milik; (b) Hguna usaha; (c)
Hak Guna Bangunan; (d) Hak Pakai; (e) Hak SewaHdk Membuka
Tanah; (g) Hak memungut hasil hutan; (h) Hak-hak lgang tidak
termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang aksetagkan dengan
undang-undang serta hak-hak yang bersifat semergabmgai yang
disebutkan dalam pasal 53.

Menurut Pasal 28 ayat (1) UUPA, Hak Guna Usahaaddabk untuk
mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh rélegguna
perusahaan pertanian, perikanan atau peternakat HiBerikan atas
tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dengenrhinimal 5 hektar
dan apabila luasnya lebih dari 25 hektar harus mkamiavestasi modal
yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesrajah perkembangan
zaman.

Selain itu, HGU diatur juga dalam Peraturan Pentahi Nomor 40

Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangiera Hak Pakai



Atas Tanah. Pada Pasal 4 PP Nomor 40 Tahun 1986h tgang dapat
diberikan HGU selain tanah Negara, dapat juga dibarpada tanah-tanah
yang melalui mekanisme pelepasan hak dan pengelussdus kawasan
hutan. Hal ini merupakan perluasan pemberian al&JHerdasarkan
UUPA dengan prinsip transparansi, akuntabilitas da@ran serta
masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Pada masa orde baru, seperti yang dikemukakan Bledang
Suhendar dan Ifdhal Kasim_ (dalarBuhariningsih, 2009:16) ‘tanah
dijadikan komoditas’. Tanah dalam hal ini telahudtiah dari memiliki
karakter sosial, menjadi masuk dalam skema passhtaPemerintah
menerapkan kebijakan pertanahan yang mampu mendub@rumbuhan
ekonomi dan menggiring investor ke lokasi-lokasngaelama ini kurang
mendapatkan minat untuk dikembangkan secara maksiKebijakan
pertanahan tersebut salah satunya adalah pembdii@h) tanah
perkebunan kepada investor.

Namun kenyataan di lapangan berkata lain, kebijagamberian
HGU menimbulkan permasalahan akibat perebutan surdbga tanah
antara masyarakat di satu pihak dan investor yaegdapat dukungan
pemerintah. Pada saat itu, masyarakat tidak dagabubt apa-apa
terhadap kepemilikan tanah yang dilakukan secagal leleh Pemerintah
Orde Baru untuk diberikan kepada investor.

Memasuki masa reformasi, pergantian dari PemeriGale Baru ke

Pemerintah Reformasi telah menyisakan permasalaparntanahan



termasuk dalam pemberian HGU tanah perkebunan telay diberikan

kepada investor. Dimana tuntutan masyarakat yarmgsaetelah dirampas
haknya pada masa orde baru mulai muncul di permuk®msyarakat
menuntut dikembalikannya tanah yang dianggap olabyarakat sebagai
miliknya yang telah dirampas pada masa orde baelair® itu, karena
semakin tingginya kebutuhan atas tanah untuk memembutuhan hidup
di tengah laju pertumbuhan penduduk yang semakininmgkat. Hal ini

kemudian yang mendorong terjadinya okupasi terhat@pah-tanah
perkebunan yang dilekati HGU.

Ini seperti yang terjadi di Kecamatan Lambandia i{zdien Kolaka,
dimana terjadi okupasi yang dilakukan oleh masyatrdkkal terhadap
tanah Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Ladongi. Udikétahui, HGU
diberikan kepada PT. Perkebunan Ladongi berdasaskaat Keputusan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 51/HGU/B®Neé8tanggal 7
oktober 1989 seluas 6.070 Ha diatas tanah negara.

Namun, masyarakat lokal yang berada di sekitarhtgrerkebunan
mengklaim bahwa sebagian tanah HGU yang dikuasa&h oPT.
Perkebunan Ladongi merupakan tanah milik mereka.sysli@akat
menempuh berbagai upaya untuk mendapatkan kendmalhhya tersebut.
Apalagi setelah masa reformasi, masyarakat mulaarhemelakukan
penuntutan agar dikembalikannya tanah tersebut yhagggap sebagai
tanah milik mereka diantaranya dengan mengirimkaatskepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi TenggBrgati Kolaka,



instansi-instansi yang terkait serta melakukan -aksi damai

(http://www.elsam.or.ithew/index.php?act-view&id-600$cat—/302&lang—

in?).

Bahkan pada tahun 1999, masyarakat sekitar tanddelpenan yaitu
masyarakat Desa Wonuambuteo dan Desa Poli-Poliayeniem dan
mematok lahan perkebunan. Kedua kelompok masyarakaébut juga
menebangi ratusan pohon kakao siap panen. Aksletsbaru berhenti
setelah dihalau oleh aparat keamanan. Pengusitiadivimrnai dengan
bentrokan yang menyebabkan belasan masyarakatuikaBukan hanya
itu, permasalahan yang dihadapi oleh pihak perkabusemakin pelik
dikarenakan PT. Perkebunan Ladongi merupakan ssddih harta PT
Brocolin Internasional dan termasuk dalam Grup Gramdo yang dipimpin
oleh Dicky Iskandar Di Nata yang dituduh terlibatladn pembobolan Bank
Negara Indonesia senilai Rp 1,2 triliun. Disampitg PT. Perkebunan
Ladongi telah menjadi jaminan utang Grup Gramarikejoada BNI. Hal ini
yang mengakibatkan PT. Perkebunan Ladongi menjadi aitaan oleh
Kejaksaan atas kasus tersebut.

Untuk menangani masalah okupasi ini Pemerintah Katan Kolaka
telah turun tangan dengan dibentuk Tim Penyeledd@amasalahan Lahan
HGU PT. Perkebunan Ladongi dan telah terjadi kesmpa yang
melibatkan PT. Perkebunan Ladongi dan masyarak&itase Tetapi
kesepakatan tersebut sampai saat ini pelaksanadmelyan memenuhi

harapan. Masalah yang berlarut-larut ini juga méap&an PT.



Perkebunan Ladongi tidak mampu meneruskan kegigégadan semakin
meluasnya tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi yangkuggsi

(http://Majalah.Tempointeraktif.cofial/arsip/2006/06/19/LU/mbm.200606

619.LUI.20877.id.htnlL

Masalah okupasi tanah HGU PT. Perkebunan Ladongh ol
masyarakat sekitar senang atau tidak senang haas fhlan keluarnya
sehingga tidak menimbulkan kerugian yang besar lpitak pemegang
HGU, pemerintah dan masyarakat okupan. Untuk italamd upaya
membantu penelusuran jalan keluar terhadap madelsebut penting
kiranya perlu dilakukan penelitian untuk mengkagl-hal yang terkait
dengan okupasi tanah HGU PT Perkebunan Ladongi ditakukan
masyarakat sekitar. Berdasarkan hal tersebut, mekalis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan jud@enyelesaian Okupasi Tanah HGU
PT. Perkebunan Ladongi Oleh Masyarakat Di Desa Lalera
Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Provinsi Sulavesi

Tenggard’

RumusanMasalah
Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan pafaf@an sebagai
berikut:
1. Apakah penyebab terjadinya okupasi tanah HGU PikeBenan Ladongi
oleh masyarakat di Desa Lalolera Kecamatan Lamaafalbupaten Kolaka

Provinsi Sulawesi Tenggara?



2. Bagaimana upaya penyelesaian yang telah dilakuktinpthak-pihak terkait
ternadap masalah okupasi tanah HGU PT. Perkebursionbi oleh
masyarakat di Desa Lalolera Kecamatan Lambandiaupéabn Kolaka

Provinsi Sulawesi Tenggara?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliidbeitujuan untuk
mengetahui:

1. Penyebab terjadinya okupasi tanah HGU PT. Perkeblwaongi oleh
masyarakat di Desa Lalolera Kecamatan Lambandiaupéabn Kolaka
Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Cara, tahapan, keberhasilan dan kendala dalanespgmsnyelesaian yang
dilakukan oleh berbagai pihak terhadap masalah askupnah HGU PT.
Perkebunan Ladongi yang dilakukan masyarakat da De®lera Kecamatan

Lambandia Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Teragga

Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini untuk:

1. Menambah ilmu pengetahuan/kajian dibidang pertamdérkait penyebab
terjadinya okupasi tanah HGU dan cara, tahaparerkabilan, serta kendala
yang dihadapi dalam penyelesaiannya.

2. Memberikan informasi sebagai bahan masukan kepaaerihtah dan pihak
Perkebunan dalam menangani masalah okupasi tanehRIGPerkebunan

Ladongi di Desa Lalolera Kecamatan Lambandia Kalempgolaka.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Penyebab terjadinya okupasi tanah HGU PT. Perkebuadongi adalah
sebagai berikut:
a. Klaim terhadap sebagian tanah HGU PT. Perkebunalorigi yang
dilakukan oleh beberapa pihak antara lain:

1) Klaim masyarakat Desa Wonuambuteo atas sebagnat tdGU
PT. Perkebunan Ladongi yang merupakan tanah ganaeaeka
secara turun temurun yang telah ditanami. Klaim yauakat ini
penyebabnya dikarenakan kurang cermatnya pemeihizdusnya
BPN dalam proses pemberian HGU.

2) Klaim masyarakat Desa Poli-Polia terhadap tanabpgan mereka
yang berada di dalam tanah HGU PT. Perkebunan lgad@mg
dilakukan pada lahan produktif dan lahan kosong.

b. Penggunaan tanah tidak efektif yang dilakukan &@h Perkebunan

Ladongi dalam mengelola sebagian tanah HGU.

c. Kecemburuan sosial masyarakat Desa Andowengga digsha
masyarakat yang telah menjadi mitra PT. Perkebuadongi

d. Keterbatasan dalam pemilikan tanah dan adanya mgluaagi
masyarakat pendatang (Masyarakat Bugis) untuk mieam

pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup.
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e. Beralihnya orde baru ke era reformasmakin mendorong masyarakat
Desa Wonuambuteo dan Desa Poli-Polia memberanikan d
melakukan okupasi.

2. Upaya yang ditempuh dalam penyelesaian masalapasktianah HGU

PT. Perkebunan Ladongi adalah sebagai berikut:

a. Cara yang ditempuh dalam penyelesaian okupasi tdi@ab PT.
Perkebunan Ladongi yaitu melalui jalur non litigatau penyelesaian
sengketa diluar pengadilan dengan jalan musyawdashdimediasi
oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Provinsi Bamerintah
Kabupaten;

b. Tahapan yang telah dilakukan dalam penyelesaiapaskuanah HGU
PT. Perkebunan Ladongi adalah sebagai berikut:

1) Musyawarah antara PT. Perkebunan Ladongi dengayarakat
okupan yang terdiri dari masyarakat Desa WonuanohubDesa
Poli-Polia dan Desa Andowengga yang dimediasi diepala
Wilayah Kecamatan Ladongi;

2) Musyawarah antara PT. Perkebunan Ladongi dan ubelur
masyarakat okupan yang dimediasi oleh Pemerintabvirii
Sulawesi Tenggara;

3) Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Lahdn PG
Perkebunan Ladongi oleh Pemerintah Daerah Kabupatieka.

c. Keberhasilan yang dicapai dalam penyelesaian oktgrzesh HGU PT.

Perkebunan Ladongi adalah sebagai berikut:
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1)

2)

3)

Kesepakatan damai antara PT. Perkebunan Ladonggade
masyarakat Desa Wonuambuteo dengan membayar ggntatas
tanaman yang dirusak dan memberikan tanah garapan;
Kesepakatan damai antara PT. Perkebunan Ladongadeseluruh
masyarakat okupan dengan pola kemitaan usaha3tu75%;
Kesepakatan bersama antara PT. Perkebunan Ladimmgjan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, dimana pihakepanan
bersedia melepaskan HGU untuk dialihkan kepada anakst
disertai dengan pemberian ganti rugi dan ganti Stas kepada

pihak perkebunan.

d. Kendala yang diperoleh dalam penyelesaian okupasint HGU PT.

Perkebunan Ladongi adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Ketidaktegasan Pemerintah Kecamatan Ladongi dakmbagian
tanah garapan kepada masyarakat okupan dikarehakgaknya
pengakuan dari masyarakat yang merasa berhakaat@s ¢arapan
tersebut;

Pola kemitraan usaha yang telah disepakati tidakjalan

dikarenakan hasil kebun kakao tidak dibagi dengahakp
perkebunan dan dibawa pulang untuk diolah dan Idsesadiri oleh

masyarakat yang merupakan mitra;

Dalam pengalihan HGU oleh PT. Perkebunan Ladorgiala
masyarakat tidak berjalan sesuai kesepakatan, dinsabagian

besar masyarakat hanya mampu membayar uang mukhatdga
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yang telah ditetapkan dan pada akhirnya prosesatibag tersebut
dihentikan karena PT. Perkebunan Ladongi telah aderpset
sitaan Kejaksaan serta telah dilelang. Untuk pe&sgehn masalah
okupasi oleh masyarakat hingga saat ini belum [egaikan dan

tanah HGU tersebut telah dikuasai secara fisik olebyarakat.

B. Saran

1. Untuk tindakan preventif, agar tidak terjadi oksipaleh masyarakat
terhadap tanah-tanah perkebunan, maka dalam ptmeseirtipikat HGU
oleh pemerintah khususnya BPN harus dilakukan aecarmat dan
berhati-hati serta mampu mengawasi penggunaanetaargaatan tanah-
tanah HGU sehingga tidak diterlantarkan.

2. Dengan ganti rugi yang dibayarkan masyarakat kepgad Perkebunan
Ladongi dan penguasaan fisik yang dilakukan olebyavakat, sekiranya
perusahaan pemenang lelang tanah HGU PT. Perkelwathmgi atas
kasus hukum pembobolan Bank BNI dapat melakukan:

a. Melepaskan tanah yang telah diganti rugi secaraitpatan telah
dikuasai secara fisik oleh masyarakat melalui Eeap aset atas izin
perusahaan;

b. Menjadikan masyarakat yang telah menguasai sedsita thnah
tersebut sebagai mitra perusahaan, dimana dapaakiain pola inti
plasma yang merupakan hubungan kemitraan antasagek mitra
yaitu masyarakat sebagai plasmanya dengan perusatitta sebagai

intinya.
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